BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab-bab
sebelumnya, berkenaan dengan permasalahan dalam penelitian ini dapat ditarik

beberapa kesimpulan yaitu:

Pengungsi adalah kategori orang asing yang perlu mendapatkan
perlindungan hukum secara khusus, karena adanya ancaman terhadap ras, agama,
kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu dan keanggotaan partai politik
tertentu yang dialami di negara asalnya. Konvensi Pengungsi tahun 1951 beserta
Protokol tahun 1967 memberikan serangkaian kewajiban bagi negara peratifikasi
Konvensi untuk menjamin bahwa pengungsi mendapatkan akses standar hidup
minimal di negara peratifikasi tersebut. Prinsip non-refoulment yang tercantum
pada Pasal 33 Konvensi mengenai Status Pengungsi merupakan aspek dasar dari
hukum pengungsi yang melarang negara untuk mengusir atau mengembalikan
seseorang ke negara asalnya dimana kehidupan dan kebebasannya terancam dan
telah dikembangkan menjadi kebiasaan hukum internasional. Prinsip tersebut
dibangun atas dasar ketidak-berpihakan serta tanpa diskriminasi. Diakuinya
prinsip non-refoulment sebagai hukum kebiasaan internasional menguatkan
bahwa masalah pengungsi dan pencari suaka bukan saja menjadi masalah negara
peratifikasi namun juga negara non-peratifikasi Konvensi. Namun meskipun
prinsip non-refoulment merupakan aspek dasar dari hukum pengungsi
internasional, pelaksanaan prinsip non-refoulment tidak bersifat mutlak atau
absolute. Pengecualian hanya dapat dilakukan jika pengungsi yang bersangkutan

menjadi ancaman bagi keamanan nasional dan mengganggu ketertiban umum.

Indonesia merupakan negara yang belum meratifikasi Konvensi mengenai
Status Pengungsi tahun 1951 beserta Protokol tahun 1967, namun Indonesia sudah
bisa melaksanakan prinsip-prinsip dasar Konvensi tahun 1951 yaitu prinsip non-

refoulment, non-expulsion, non-discrimination, dan tidak melakukan tindak
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pidana bagi para pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia, meskipun ada
beberapa hak bagi para pengungsi yang masih belum dapat terpenuhi. Pengaturan
prinsip non-refoulment di Indonesia secara praktis dilaksanakan berdasarkan Surat
Ditektorat Jendral Imigrasi Nomor F-1L.01.10-1297 dengan memperhatikan UU
No. 9 tahun 1992 serta peraturan terkait lainnya seperti dalam UUD 1945 Pasal
28 G, Tap MPR No.XVII/MPR/1998, UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang
Pengesahan Konvensi Hak Sipil dan Politik, UU Nomor 5 Tahun 1993 tentang
Pengesahan Konvensi Metentang Penyiksaan, UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang
Hubungan Luar Negeri, UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,
Peraturan Direktorat Jendral Imigrasi Nomor: 1IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010
tentang Penanganan Imigran llegal, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013
tentang Keimigrasian, serta yang paling baru Peraturan Presiden Nomor 125

Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

Namun dengan menghormati saja prinsip non-refoulment sebagai dasar
perlindungan terhadap pengungsi dirasa belum cukup dalam menangani masalah
pengungsi yang datang ke wilayah Indonesia serta pemenuhan seluruh hak-
haknya seperti yang terdapat dalam Konvensi tahun 1951 tentang Pengungsi. Hak
yang belum didapatkan para pengungsi adalah Hak untuk bekerja, Hak untuk
mempunyai rumah, Hak untuk memperoleh pendidikan, dan Hak untuk menganut

agama selain keenam agama yang diakui oleh Indonesia.
5.2  Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas terhadap penanganan pengungsi di

Indonesia, penulis dapat menarik beberapa saran:

Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi tahun 1951,
yang menyebabkan Indonesia tidak melindungi secara keseluruhan standar hak
yang didapatkan pengungsi di negara penerima mereka, alangkah baiknya
Indonesia segera ikut menjadi peserta Konvensi tahun 1951 dan Protokol tahun
1967 tentang Status Pengungsi. Karena selain Indonesia telah melaksanakan

beberapa ketentuan yang terdapat didalam Konvensi tahun 1951 dan Protokol
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tahun 1967 tentang Status Pengungsi, hanya dengan menggunakan instrumen
yang sekarang sudah ada saja masih belum cukup untuk dapat memenuhi seluruh
hak-hak para pengungsi yang ada di wilayah Indonesia. Meskipun Indonesia
hanya dijadikan negara transit oleh para pengungsi dan bukan menjadi tujuan
utama, namun keberadaan mereka di Indonesia tidak membutuhkan waktu yang
sangat sedikit hingga mereka dapat mencapai negara tujuannya. Dalam jangka
waktu yang lama tersebut, tidak ada peraturan yang jelas dalam pemenuhan
seluruh hak-hak dasar para pengungsi. Karena apabila Indonesia menjadi peserta
Konvensi tahun 1951, maka urusan pengungsi tidak hanya diselesaikan oleh satu
pihak saja, namun beberapa pihak dari dalam negeri maupun organisasi
internasional dapat dilibatkan, termasuk pendanaan dan pemberian hak-hak dasar
pengungsi.

Dan untuk instrumen-instrumen nasional lain yang sudah ada dalam
menangani urusan pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia, segeralah di
sosialisasikan terhadap pihak-pihak yang berwenang beserta dengan masyarakat
agar tidak ada lagi kasus pengungsi yang ditolak masuk kewilayah Indonesia dan
tertahan di pelabuhan selama berminggu-minggu. Serta semua instansi yang

berwenang dapat ikut terlibat dalam menangani masalah pengungsi ini.
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